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Abstrak
Di Kalimantan Tengah, khususnya di Sampit, tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar sering terjadi. Upaya penanggulangan pun dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur baik secara preventif dan represif. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan  negara di bidang  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai data kejahatan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Polres Kotawaringin Timur periode Januari 2012 sampai dengan Mei 2014 berjumlah 12 kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang ditangani Polres Kotawaringin Timur, yang melanggar pasal 53 huruf b, c, d dan 54, 55, 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta pasal 480 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit.  Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah di Sampit. Penelitian ini mengambil lokasi di Sampit, tepatnya di Polres Kotawaringin Timur sebab Kepolisian Resor Kotawaringin Timur banyak menindak kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di sampit.  Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur di Sampit, secara preventif adalah membentuk tim satuan tugas untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar subsidi jenis solar dengan menempatkan anggota Sabhara di tiap-tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sampit; Menghimbau masyarakat agar masyarakat yang  mengetahui adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar untuk segera melaporkan pada polisi; Pengawasan dan pengamanan oleh tim patroli langsung di tempat yang rawan terjadi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di jalur darat dan air yang dibantu oleh tim polisi air; Melakukan pendataan terhadap kendaraan yang antri di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sampit, untuk menghindari terjadinya penimbunan solar subsidi dengan melakukan pengisian berulang kali. Secara represif proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi penimbunan solar subsidi sudah berjalan dengan baik karena dari 12 kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang ditangani oleh Polres Kotawaringin Timur, semuanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.
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Abstract
In Central Kalimantan, especially at Sampit, criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel often happens. An efort to overcome that problem has been conducted by the police department of Kotawaringin Timur both in preventive or repressive way.  Based on article 2 law number 2 Year 2002 concerning Indonesian Police Force, the function of police force is in sector of security and orderliness for the society, the law enforcement, the protector, and giving service to the societ	y. Based on the data of subsidized diesel fuel stockpiling at Kotawaringin Timur Police Department for period January 2012 up to May 2014, there were 12 cases handled by Police Department. Those activities are in contrary to section 53 letter b, c, d and 54, 55, 56 article (1) and (2) law number 2001 concerning Oil and Gas and also article 480 Indonesian Criminal Code. The purpose of this research is to known preventive and represive way has been conducted by Police Department of Kotawaringin Timur, Central Kalimantan to overcome criminal action about stockfilling of subsidized diesel fuel at Sampit.  This thesis is qualitative descriptive research. It describes about an efort to overcome criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel both in preventive or repressive way conducted by the Police Department of Kotawaringin Timur, Central Kalimantan, This research takes place at Sampit, Kotawaringin Timur. It is because a lot of police at Kotawaringin Timur handled many cases in stockpiling of subsidized diesel fuel at Sampit.  The results of this research can be concluded that an efort to overcome a criminal action in stockpiling of subsidized diesel fuel by police East Kotawaringin at Sampit, both in preventive or repressive way have been done well, till it was succesfull to reduce criminal action in stockpiling of subsidized diesel fuel at Sampit. In preventive is to form a team duty unit to prevent and address the criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel by placing a member of sabhara in every station public refueling at sampit; appeal to the public to those who know of the accumulation of subsidized diesel fuel to immediately report to police; supervision and security patrol by a team directly in a place that is vulnerable to a criminal action about stockpiling of subsidized diesel fuel in the land and water who was assisted by a team of police water; conduct data collection of wait vehicles in each station public refueling at sampit, to prevent hoarding subsidized diesel fuel by doing filling repeatedly .In repressive investigation process and the investigation by the police in reducing of stockpiling subsidized diesel fuel has been running well because of 12 cases a criminal action of stockpiling materials.



















Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai  oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa, perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan melakukan pendistribusian dengan sesuai aturan. Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya terutama setelah berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang semakin meningkatkan jumlah permintaan minyak dan gas bumi.
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas.
Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM), ditemukan kasus penimbunan distribusi BBM subsidi keindustri yang terjadi di Sampit berdasarkan sumber yang didapat dari media koran lokal Radar Sampit yang diterbitkan pada hari Minggu 12 Januari 2014. Hal ini menunjukan bahwa sering terjadinya kelangkaan BBM subsidi jenis solar di Sampit karena adanya penimbunan BBM subsidi jenis solar oleh para pelaku penimbun solar yang lebih dikenal sebutannya sebagai “pelangsir” karena adanya perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industri dengan subsidilah yang membuka peluang terjadinya tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, kasus tindak pidana kejahatan penimbunan BBM subsidi jenis solar yang telah ditangani sebanyak 12 kasus dari Januari 2012 sampai Mei 2014.
Contoh kasus dalam koran harian Radar Sampit edisi Rabu, 22 Januari 2014 Sampit, memberitakan kasus mengenai BBM bersubsidi jenis solar yang mengalir ke industri dengan modus pelaku membeli solar seharga Rp 5.500,00 per liter di salah satu SPBU di jalan Tjilik Riwut di Sampit dan menampungnya dalam mobil truk bak terbuka yang di dalam bak truk terdapat profile tank (bak air) ukuran 600 liter yang berisi BBM jenis solar sebanyak 500 liter serta dua buah drum, tiga buah drum rakit dan dua buah mesin pompanya serta satu buah skala ukur. Kemudian hasil itu akan dijualnya kembali ke industri-industri dengan harga Rp 9.500,00 sampai Rp 10.500,00. Selisih harga ini adalah keuntungan yang diterima pelaku atau pengumpul yang lebih dikenal dengan sebutan pelangsir.
Perusahaan-perusahaan besar dan kontraktor proyek pemerintah memilih menggunakan solar bersubsidi, dibandingkan membeli solar non subsidi resmi yang harganya mencapai Rp 12.000,00 per liter, membeli solar Rp 9.500,00 atau Rp 10.500,00 jelas akan lebih menguntungkan, padahal proyek yang mereka kerjakan sudah dihitung harganya berdasarkan penggunaan solar industri.​[1]​

Ada pun sumber data dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah yang menemukan kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di Sampit, yang melaporkan SPBU 64.743.02 di Sampit ke Mabes Polri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melakukan kejahatan dengan melayani pembelian berulang kali kepada pelaku penimbun atau pelangsir berjirigen dan mobil pelangsir yang tankinya sudah dimodifikasi untuk memuat BBM subsidi jenis solar lebih banyak. Laporan ini dilengkapi dengan bukti di lapangan berupa foto dan video rekaman, kasus tersebut masih diproses di Pengadilan Negeri Sampit. Kasus tersebut melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).​[2]​  Ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor : 07/BPH MIGAS/IX/2005 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak, mengatur mengenai pemberian sanksi baik berupa teguran tertulis, denda, pencabutan wilayah distribusi niaga maupun wilayah niaga, sampai dengan usulan pencabutan izin usaha. 
Melihat dari beberapa kasus yang sudah peneliti kemukakan di atas, bahwa penimbunan BBM bersubsidi jenis solar yang terjadi di Sampit, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut BPH MIGAS) adalah instansi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas terlihat bahwa tanggung jawab besar untuk mengatasi permasalahan kelangkaan serta penyimpangan BBM di seluruh wilayah negara Indonesia termasuk di Sampit adalah tanggung jawab BPH MIGAS berdasarkan pasal 3 Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi  .Namun dalam hal upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar di Sampit, BPH MIGAS berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah Apakah langkah-langkah preventif telah dilakukan dalam kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar oleh polisi di Sampit, Kalimantan Tengah? Dan Apakah langkah-langkah represif telah dilakukan dalam kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar oleh polisi di Sampit, Kalimantan Tengah?
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali fakta, yakni tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar meningkat karena adanya perbandingan harga BBM subsidi jenis solar sebesar Rp 5.500,00 per liter dengan solar non subsidi untuk industri sebesar Rp 10.000,00 per liter sampai dengan Rp 12.000,00 per liter. Mengingat banyaknya perusahaan perkebunan sawit dan perusahaan pertambangan di Sampit, maka permintaan BBM jenis solar ikut meningkat. Maka hal ini yang dimanfaatkan oknum tertentu secara sengaja untuk melakukan penimbunan BBM subsidi jenis solar.
Tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar terus berlangsung di Indonesia termasuk di Sampit, berbagai peraturan  melalui Undang-undang sudah dikeluarkan untuk menekan jumlah kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar, akan tetapi kejahatan ini selalu terjadi. Pemerintah juga telah membentuk suatu badan yang mengoordinasikan pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, baik subsidi dan non subsidi yang disebut sebagai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS). Menurut sistem peradilan pidana, tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana terdiri dari pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara RI. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian Negara RI dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh  Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, tahap pemeriksaan disidang pengadilan oleh hakim, tahap pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan, dan tahap pencabutan izin usaha bagi badan usaha yang melanggar ketentuan pidana di rekomendasikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Kementrian Energi Sumber Daya Mineral, lalu pencabutan ijin usaha dilakukan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pertama dalam sistem peradilan pidana harus melakukan upaya penanggulangan terhadap kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar. Oleh karena itu penanggulangan dilakukan dengan cara preventif dan represif yang diharapkan dapat menekan jumlah kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanggulangan tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh polisi secara terperinci dan mendalam. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis yang berlandaskan fenomenologis, yaitu memberikan gambaran masalah berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum serta permasalahan yang akan dibahas berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.​[3]​ Dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang langkah penanggulangan yang dilakukan oleh polisi dalam menangani masalah tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar secara preventif dan represif.
Lokasi penelitian di Sampit, tepatnya di Polres Kotawaringin Timur yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 0 Sampit. Karena pada tahun 2011 dan 2013 tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar di Sampit meningkat. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dengan informan yaitu Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Bapak Win Widiyanto, S.I.K, melalui observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara setelah melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan data seperti dengan tahapan mereduksi data, langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian, setelah informasi dipilih maka disajikan dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan. Tahap terakhir adalah menganalisis yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulannya dan diberikan saran.​[4]​ Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Hasil wawancara dengan Bapak Win Widiyanto, S.I.K. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
1.	Kasus Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar di Sampit yang Ditangani Oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2012-2014
	Pada tanggal 2 Juni 2014 dan 9 Juni 2014 peneliti diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Win Widiyanto, S.I.K. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Win Widiyanto, S.I.K menjelaskan bahwa kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar yang telah diproses oleh Polres Kotawaringin Timur ialah sebanyak 12 kasus selama tahun 2012 sampai 2014, Pada tahun 2012 tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar terjadi sebanyak 6 kasus, tahun 2013 sebanyak 4 kasus dan tahun 2014 sebanyak 2 kasus. Tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar pada Polres Kotawaringin Timur ditangani oleh bagian reserse kriminal. Menurut Bapak Win Widiyanto, S.I.K, selaku Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.  Tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang telah melihat atau mengetahui adanya penimbunan BBM subsidi jenis solar. Tahap selanjutnya akan dimulai proses penyelidikan dan penyidikan. Tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik dan mempunyai banyak sindikat, maka proses penyidikanpun dapat memakan waktu yang cukup lama. Sejumlah 12 kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar yang terjadi antara tahun 2012 sampai 2014, semua kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan.
	Ketentuan pidana kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan dalam pasal 480 KUHP juga digunakan terhadap penadah atau pembeli yang mengetahui bahwa barang atau bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang dibelinya merupakan hasil kejahatan. Terhadap dua aturan tersebut maka berlaku asas lex specialis derogat legi generalis. Asas lex specialis derogat legi generalis mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mulai berlaku sejak 23 Nopember 2001. Penanganan tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dari Januari 2012 sampai Mei 2014 data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sebanyak sepuluh kasus melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dua kasusnya melanggar pasal 480 KUHP Tentang Penadahan.
2.	Langkah Preventif dan Represif yang Dilakukan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Terhadap Kasus Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar di Sampit.
a. Langkah Preventif
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kotawaringin Timur Bapak Win Widiyanto, S.I.K mengungkapkan bahwa langkah preventif merupakan langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Langkah preventif dilakukan dengan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan patroli oleh anggota polisi Sabhara dan polisi air di tempat tertentu, baik di perairan dan di darat yang dianggap potensial untuk terjadi adanya tindak kejahatan penimbunan BBM bersubdisi jenis solar yang dilakukan secara terarah dan teratur serta menempatkan anggota polisi Sabhara untuk melakukan pemantauan secara langsung di tiap-tiap SPBU yang ada di Sampit. Langkah preventif yang dilakukan Reskrim Polres Kotawaringin Timur dalam menanggulangi kasus tindak pidana penimbunan BBM subsidi jenis solar di Sampit ialah:
1.	Memberikan pengarahan secara langsung kepada para sopir dan pemilik kendaraan berbahan bakar jenis solar agar tidak melakukan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar.
2.	Melakukan pendataan terhadap kendaraan yang antri di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Sampit, untuk menghindari adanya pengisian solar bersubsidi dengan kendaraan yang sama secara berulang kali.
3.	Melakukan koordinasi dengan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun petugas pengisi pompa Bahan Bakar Minyak, agar tidak melayani pengisian berulang kali oleh kendaraan yang bernomor polisi sama dan segera melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian agar segera menindaknya.
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar.

b. Langkah Represif
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Bapak Win Widiyanto, S.I.K mengungkapkan bahwa langkah represif juga merupakan langkah yang penting dalam menanggulangi kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, dimana langkah represif merupakan segala tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Langkah represif berguna memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan serupa. Langkah represif yang dilakukan anggota Reskrim Polres Kotawaringin Timur dalam menanggulangi kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit, yakni terdiri dari :
1.	Melakukan Penyelidikan
Penyelidikan dilakukan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Penyelidikan dimulai dari laporan masyarakat tentang adanya kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar atau diketahui langsung tertangkap tangan melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dengan cara menimbunnya dan menjualnya ke industri-industri yang ada di wilayah Sampit.
Penyidikan dilakukan di sejumlah tempat yang kerap dijadikan lokasi penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Selain itu, tempat lainnya yang dilaporkan masyarakat menjadi tempat transaksi penjualan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar ke industri-industri. Sejumlah polisi, disiagakan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk melacak adanya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Sejumlah polisi yang disiagakan tersebut dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Tindakan penyelidik dalam hal pelaku tertangkap tangan dilakukan tanpa menunggu perintah penyidik. 
Laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian mengenai ditemukannya Penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar sangat memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar secara represif. Dengan adanya laporan serta adanya bukti permulaan yang cukup maka tindakan penyidikan dapat dilakukan untuk menemukan pelakunya. Dengan adanya laporan tersebut, diharapkan dapat mengungkap kasus-kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar lainnya yang ditemukan terlebih dahulu namun pelakunya belum diketahui. Dengan kata lain, laporan tersebut akan mempermudah penyidikan kasus yang belum ditemukan pelakunya atau jaringan penimbun Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar tersebut.
2.	Melakukan Penyidikan
Jika penyidikan telah dimulai maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, hal tersebut tercantum dalam pasal 109 ayat (1)  KUHAP. Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dilakukan terhadap seseorang yang sudah tertangkap tangan melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar tanpa izin usaha maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau pasal yang dipersangkakan. Dari hasil penyidikan maka dapat ditentukan : 
a.	Tersangka
 Dalam kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar kerap kali pelaku, baik sopir dan pemilik kendaraan tertangkap tangan oleh pihak penyelidik atau penyidik. Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, “tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan”, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Pelaku tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang tertangkap tangan disebut sebagai tersangka, yakni menurut pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
b.	Bukti Awal
Sesuai gambar dokumentasi di atas saat pengambilan data di lapangan, memberikan bukti awal dalam kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dengan diamankannya kendaraan mobil atau truk yang tangki bahan bakarnya dimodifikasi agar memuat volume solar lebih banyak yang kemudian digunakan untuk melakukan pengisian solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berulang kali.
c.	Saksi
Saksi merupakan orang yang mengetahui peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Saksi dalam kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar adalah orang yang memberikan laporan kepada polisi tentang adanya tanda-tanda tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Selain itu polisi juga akan menentukan saksi-saksi lain yang dapat memberikan keterangan terhadap kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang terjadi.
3.	Upaya Paksa
Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan upaya paksa. Terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, upaya paksa yang dilakukan meliputi :
a. Pemanggilan
Pemanggilan dilakukan terhadap saksi yang akan dimintai keterangan terhadap kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang ia ketahui. Pemanggilan terhadap saksi harus memperhatikan tenggang waktu dan kesibukan saksi, sehingga saksi tidak akan merasa enggan untuk membantu penyidik dalam memberikan informasi dan keterangan.
b. Penangkapan
Penyelidik melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar tanpa izin usaha. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dan dapat dilakukan tanpa ijin dari penyidik. Setelah itu penyelidik bertugas untuk membawa dan menghadapkan pelaku yang tertangkap tangan ke hadapan penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka maka penyidik melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan.
c. Penahanan
Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat menahan tersangka kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Sesuai pasal 24 KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan oleh penyidik yang berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari.
d.	Penggeledahan dan Penyitaan
Penyidik melakukan penggeledahan di tempat yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, dan pada saat melakukan penangkapan dapat melakukan penggeledahan rumah penimbun, tangki kendaraan penimbun, pakaian dan badan. Penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti berupa kendaraan mobil atau truck, derijen atau tangki penampungan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. 
Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan polisi diharuskan membuat berita acara pemeriksaan, hal tersebut tercantum dalam pasal 75 KUHAP. Polisi juga mempunyai hak diskresi untuk menghentikan penyidikan yang dijelaskan dalam pasal 109 KUHAP, dalam kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kecamatan Sampit pernah dilakukan diskresi. Diskresi pada saat itu dilakukan karena tidak diperolehnya cukup bukti maka segera dilakukan pemberhentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar tersebut. Terhadap kasus yang dapat diungkap karena diperoleh cukup bukti maka BAP akan segera dikirim ke Kejaksaan.

Pembahasan
Pengaturan Minyak dan Gas Bumi dalam Undang-undang tersendiri menjadi pelindung ketertiban dan keamanan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, mengingat bahwa Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat berkelanjutan. Pengaturan Minyak dan Gas Bumi memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam mengatur dan mengawasi penggunaan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi disahkan sebagai landasan hukum yang kokoh dalam mengatur dan mengawasi tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Ketentuan pidana mengenai kejahatan terhadap penimbunan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dalam pasal 51 sampai 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dari tahun ke tahun selalu terjadi, oleh karena itu Pemerintah juga telah membentuk suatu badan yang mengoordinasikan pengaturan dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak, baik subsidi dan non subsidi yang disebut sebagai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan penting dalam turut serta memberantas tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar.
Polisi merupakan instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi adanya kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan terus dikembangkan, sehingga diharapkan mampu menekan terjadinya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, pihak kepolisian yakni Polres Kotawaringin Timur melakukan berbagai upaya melalui upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit.
Tugas polisi mempunyai dua aspek penting, pertama aspek preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum. Polisilah yang pertama harus melakukan upaya yang bersifat preventif yaitu menghindarkan terjadinya gangguan keamanan, termasuk terhadap tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Polisi harus selalu siap siaga dan dalam menjalankan tugasnya itu polisi harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui adanya peristiwa tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Aspek kedua adalah aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan penegak hukum.
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Bapak Win Widianto, S.I.K., diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit marak terjadi karena banyaknya perusahan industri perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pengkerjaan proyek-proyek kontraktor yang berusaha mencari keuntungan dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Faktor perbedaan harga solar nonsubsidi untuk industri berkisaran Rp12.000,00 perliternya dan subsidi dengan harga Rp 5.500,00 maka terjadilah kejahatan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengalami penurunan  dari tahun 2012 terdapat 6 kasus, tahun 2013 terdapat 4 kasus dan pada bulan Januari sampai Mei tahun 2014 hanya terdapat 2 kasus. Hal ini menunjukkan dengan adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh polisi dapat menekan jumlah kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Namun apabila upaya preventif dan upaya represif tidak dijalankan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan jumlah kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar akan kembali tinggi.
Fungsi kepolisian yang paling efektif untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis solar dan pengungkapan tindak pidana tersebut adalah fungsi preventif, karena fungsi preventif sangat luas dan hampir tanpa batas. Preventif dilakukan dengan empat kegiatan pokok yaitu, mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan pelaku agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan dengan pengawasan dan pengamanan polisi yang berada di tempat-tempat rawan terjadi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Selain itu upaya preventif juga lebih menguntungkan dari pada yang bersifat represif dan rehabilitasi, dikarenakan mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang yang baik kembali.
Permasalahan kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Sampit dianalisis menggunakan analisis berupa upaya penanggulangan preventif yang terdiri dari cara moralistik dan cara abolisionistik. Agar penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar secara preventif dapat berjalan efektif, kedua komponen moralistik dan abolisionistik harus saling terkait dan dijalankan secara beriringan.
Adapun penjelasan secara terperinci mengenai penanggulangan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar secara preventif  dengan cara moralistik dan abolisionistik adalah :
1. Cara Moralistik
Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama atau para pendidik, menyebar luaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.​[5]​
Dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar secara preventif, polisi perlu berkoordinasi dengan masyarakat. Misalnya dalam penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, diperlukan kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Kotawaringin Timur terutama di Sampit menjadi suatu hal yang penting dalam proses penanggulangan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Masyarakat tidak boleh enggan untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Jika masyarakat bersedia untuk turut serta melaporkan adanya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, maka masyarakat dapat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Masyarakat harus saling bekerja sama dan memberikan informasi atas adanya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang ditemukan atau atas diketahuinya ada praktek penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar pada suatu tempat serta hal-hal lain yang berkaitan.
Selain itu langkah strategis dan berjangka panjang untuk penanggulangan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar ialah pihak kepolisian sendiri harus membentuk unit khusus yang berfungsi menangani penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar secara komprehensif, dengan adanya unit khusus tersebut diharapkan pemberantasan kejahatan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar lebih efektif.
2. Cara Abolisionistik
Upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar secara preventif pada umumnya  hanya ditujukan kepada masyarakat saja, yakni agar masyarakat melapor kepada polisi jika menemukan kegiatan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Namun upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penimbunan solar subsidi secara preventif juga harus ditujukan kepada pelaku tindak pidana penimbun solar subsidi, agar kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar tidak terjadi lagi.
Cara abolisionistik adalah menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya, umpamanya diketahui bahwa faktor tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan, maka kesejahteraan masyarakat ditingkatkan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.​[6]​ Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. 
Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Bapak Win Widiyanto, S.IK., mengatakan sebagian besar dari seluruh pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar adalah mereka yang mempunyai taraf hidup rendah atau ekonomi kelas bawah. Jadi kemiskinan dan kesengsaraan pada umumnya mendorong seseorang melakukan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Tidak berarti bahwa semua orang yang kehidupannya miskin akan melakukan tindak pidana, akan tetapi faktor moral orang tersebut yang menentukan. Penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar secara preventif juga dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan taraf hidup dan pemerataan perekonomian masyarakat. Sehingga msayarakat tidak lagi berada dalam garis kemiskinan dan mendorong niatnya untuk melakukan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Upaya prevetif dengan cara abolisionistik lebih tepat dilakukan oleh pemerintah, misalnya dilakukan dengan cara memberikan pendidikan, latihan keterampilan dan kesempatan kerja kepada masyarakat dalam proyek industri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperluas usahanya sesuai dengan kemampuan atau keahliannya.
Cara moralistik sudah dilakukan oleh polisi dalam hal penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, namun cara abolisionistik belum dilakukan oleh polisi karena cara abolisionistik lebih tepat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan pemerataan perekonomian masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana penimbunanan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dengan memberantas sebab musababnya yakni faktor tekanan ekonomi.
Upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah di Sampit, secara represif dianalisis dengan metode perlakuan dan penghukuman.
1.	Perlakuan ( treatment )
Metode perlakuan diterapkan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar  lebih tepat dianalisis menggunakan metode penghukuman karena dalam tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar pelaku melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.
2. Penghukuman ( punishment )
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), yang disebabkan karena terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Metode penghukuman terhadap tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar lebih tepatnya dilakukan oleh Lembaga Pemasrayakatan, dimana narapidana selain harus menjalankan hukumannya, merekapun dididik dan dibina serta dibekali dengan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki tersebut diharapkan ketika mereka keluar, akan menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat.
Dalam hal ini polisi menjalankan tugasnya dibidang penyelidikan dan penyidikan, apabila penyidikan sudah mendapatkan hasil yang lengkap maka akan dilanjutkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Tahapan setelah penuntutan akan diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan, dan terdakwa yang terbukti bersalah akan menjalani eksekusi di lembaga pemasyarakatan.
Upaya penanggulangan secara represif terhadap tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar sangat memerlukan profesionalisme kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar tersebut. Penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka fungsi, tugas, dan wewenang polisi mencerminkan keharusan agar bertanggungjawab serta menguasai pengetahuan dan ketrampilan dibidangnya secara professional dan proporsional.
Dalam rangka penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar ini polisi harus melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, karena polisi yang melakukan tindakan pertama kali apabila terjadi tindak pidana penimbunan solar subsidi, yakni penyelidikan dan penyidikan. Upaya represif yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penimbunan solar subsidi berguna untuk mengungkap jaringan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Apabila ada laporan dari sesorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana penimbunan solar subsidi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup. Dalam melakukan penangkapan tersebut, aparat kepolisian juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Polisi wajib menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 18 KUHAP menunjukkan identitas anggota kepolisian; menunjukkan surat perintah tugas; membawa dan menunjukkan surat tugas penangkapan, pasal 33 KUHAP membawa dan menunjukkan surat pengeledahan, pasal 38 KUHAP membawa dan menunjukkan surat penyitaan.
Dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit dilakukan oleh Reskrim Polres Kotawaringin Timur. Dari jumlah total 12 kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dari tahun 2012 sampai 2014 yang ditangani oleh Reskrim Polres Kotawaringin Timur, semuanya sudah dilakukan pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Hal tersebut menggambarkan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh polisi di Polres Kotawaringin Timur dalam menangani kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar sudah baik.
Namun ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa setelah Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang berkaitan tentang adanya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dikirim ke kejaksaan, maka pihak kejaksaan dapat melakukan prapenuntutan. Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Apabila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum. Oleh karena itu perkara tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik, jangan sampai tidak dikembalikan kepada penuntut umum, dengan berbagai alasan misalnya karena tersangka atau saksi yang akan diperiksa tidak di tempat dan sebagainya.
Dalam proses penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar secara represif, sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas. Seperti tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih, sehingga masyarakat awam bahkan polisipun sulit untuk mengidentifikasi modus baru penimbun solar subsidi dengan memodifikasi tangki minyak kendaraan untuk dapat menampung solar lebih banyak, yang digunakan untuk membeli solar subsidi berulangkali di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar secara preventif dan represif yang dilakukan oleh polisi ternyata mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut pada kenyataannya merupakan kunci untuk menentukan dan membongkar usaha-usaha penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar menurut Kepala Satuan Reskrim  Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Bapak Win Widiyanto, S.I.K, adalah sarana penyimpanan barang bukti bahan bakar minyak subsidi jenis solar berupa tangki khusus penyimpanan barang bukti minyak solar, karena barang bukti tersebut mudah terbakar bila tidak disimpan di tempat penyimpanan tangki minyak yang khusus. Sampai saat ini Polres Kotawaringin Timur tidak ada tempat khusus untuk menyimpan barang bukti solar tersebut dan pada kasus mendapati solar olahan atau oplosan, untuk membuktikannya membutuhkan bantuan teknis seperti laboratorium forensik yang canggih untuk menentukan apakah solar itu oplosan atau solar murni. Saat ini pembuatan solarpun biasa dipalsukan atau dioplos sehingga terkadang dapat membuat pihak penyelidik atau penyidik sulit menentukan dengan kasat mata apakah solar itu oplosan atau bukan.
Hambatan-hambatan dalam menanggulangi penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Sampit, menurut Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Bapak Win Widiyanto, S.I.K,  antara lain sebagai berikut :
1.	Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yang beranggapan bahwa melaporkan kejadian tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang telah mereka temukan adalah percuma. Menurut mereka melaporkan atau tidak, maka tidak akan memberi keuntungan atau bermanfaat bagi dirinya namun akan mengakibatkan kerepotan-kerepotan yang membuang waktu saja.
2.	Ketika seseorang melaporkan adanya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar tersebut kepada pihak yang berwajib, berarti ia bertanggung jawab atas laporan yang diberikan itu. Apabila masalah penimbunan solar subsidi ini disidangkan oleh pengadilan, pelapor merasa enggan untuk memberikan kesaksian karena kesaksian di dalam sidang pengadilan harus memerlukan waktu beberapa hari. Waktu tersebut akan mengurangi pendapatan si pelapor karena meninggalkan pekerjannya, dari pada kehilangan waktu beberapa hari karena mengikuti persidangan. Maka pelapor memilih enggan menjadi saksi.
Seluruh hambatan tersebut apabila tidak segera diatasi, akan semakin menambah beban bagi semua pihak yaitu, masyarakat dan pihak kepolisian sendiri. Upaya preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dapat berjalan baik apabila dilakukan beberapa hal sebagai berikut :	
1  Melakukan program kerja sosialisasi kemasyarakat untuk membantu dalam menekan kejahatan tindak pidana upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang dilakukan Reskrim Polres Kotawaringin Timur secara sistematis.
2.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap upaya pemberantasan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS).
3.	Pengerahan personil polisi pada daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar.
4.	Polisi sebagai aparat penegak hukum harus profesional dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dapat diartikan kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya. Profesionalisme sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu polisi harus profesional dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana rupiah palsu. Suatu kasus harus diproses dengan cepat dan teliti. Sehingga BAP yang dikirim ke kejaksaan dapat diterima karena sudah memiliki bukti yang cukup. Ketidakcermatan dalam penanganan kasus dapat berakibat kegagalan dalam penuntutan di pengadilan. 
5.	Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar. Karena kejahatan penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar berupa delik biasa dan aduan. Maka peran masyarakat yang enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana penimbunan solar subsidi akan menyebabkan jumlah kasus tindak pidana penimbunan subsidi terus meningkat. Sehingga masyarakat perlu untuk berperan serta membantu aparat penegak hukum yakni polisi dalam menaggulangi kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar.
6.	Sarana seperti penampungan khusus barang bukti minyak jenis solar harus ada dan baik, dengan adanya sarana yang ada dan baik maka upaya penanggulangan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar dapat berjalan dengan baik. 




Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :
1.	Langkah preventif penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit yang dilakukan oleh polisi di Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yakni :
a.	Membentuk tim satuan tugas untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar subsidi jenis solar dengan menempatkan anggota Sabhara di tiap-tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sampit.
b.	Menghimbau masyarakat agar masyarakat yang megetahui adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar untuk segera melaporkan pada polisi.
c.	Pengawasan dan pengamanan oleh tim patroli langsung di tempat yang rawan terjadi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di jalur darat dan air yang dibantu oleh tim polisi air.
d.	Melakukan pendataan terhadap kendaraan yang antri di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sampit, untuk menghindari terjadinya penimbunan solar subsidi dengan melakukan pengisisan berulang kali.
		Namun langkah preventif tersebut belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Masyarakat masih enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, karena mereka beranggapan akan membuang-buang waktu ketika dimintai keterangan di kepolisian.
2.	Langkah penanggulangan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar secara represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Langkah represif yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi penimbunan solar subsidi sudah berjalan dengan baik karena dari 12 kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang ditangani oleh Polres Kotawaringin Timur, semuanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. 

Saran
Saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut :
1.	Polisi harus giat melaksanakan sosialisasi tentang larangan melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar agar langkah preventif terhadap tindak pidana penimbunan solar subsidi dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi penting dilakukan kepada sopir-sopir dan pemilik kendaraan pengguna solar agar mereka tidak melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar serta rutin melakukan pendatan kendaraan yang mengantri pengisian solar subsidi, agar tidak terjadi pengisian berulang kali. Sosialisasi juga bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar, yakni dengan melaporkan kepada polisi apabila mendapati kegiatan penimbunan solar subsidi.
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